
72 
 

  

 

A. DAFTAR BUKU 

Djubadah, N. (2011). Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi 

prekspektif Negara hukum dan pancasila. Bandung: Sinar Grafika. 

Hamzah, A. (1996). Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi. Jakarta: 

Cv.Saptha Artha. 

Hazawi, A. (2016). Tindak Pidana Pornografi. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 

Huda, C. (2011). Dari Tiada Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 

Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis 

Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 

Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Group. 

Irfan, A. W. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 

(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: Refika Aditama. 

Irfan, A. W. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual . 

Bandung: Refika Aditama. 

Jubaedah, N. (2011). Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi: 

Perspektif Hukum Berdasarkan Pancasila. Jakarta: Sinar Grafika. 

Kansil. (2002). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka. 

Mulyadi, D. (2012). Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan 

Praktik. Muhammad, A. (2014). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: 

Citra Aditya Bakti. 

Mulyadi, D. (2012). Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan 

Praktik. Bandung: PT.Aumni.. 

Prof.Dr.Hj.Mien Rukmini, S. (2014). Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi 

(Sebuah Bunga Rampai). Jakarta: Sinar Grafika. 

Rahayu, I. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Memperjualbelikan Videp Disc Porno Bedasarkan Pasal 29Undang-

undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi . JOM Fakultas Hukum 

Volume II Nomor 2 , 2. 

Renggong, R. (2015). Hukum Pidana Khusus. Makassar: Kencana. 

Rizky, M. N. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Ekploitasi 

Seksual Komersial Melalui Media Sosial". Media Luris 2.2, 197-216. 

Sitompul, J. (2012). Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum 

Pidana. Jakarta: PT. Tata Nusa. 



73 
 

  

 

S, C. M. (2014). Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan 

Kriminologi. Jakarta: Prenadamedia. 

Sunggono, B. (2016). Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-6. Jakarta: 

Rajagrafindo Persada. 

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:   

            Alfabetan 

S, C. M. (2014). Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan 

Kriminologi. Jakarta: Prenadamedia. 

Satria, H. (2014). Anatomi Hukum Pidana Khusus. Yogyakarta: UII Press. 

Simangelipu, A. H. (1985). Hukum Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini 

dan di Masa Depan . Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. 

Waluyo, B. (2016). Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar 

Grapika. 

Widiartama, D. (2016). Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan 

Kejahatan. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 

Yuliana, R. (2013). Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Zulfian, S. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extra ordinary Crime). Sulawesi: 

Unimal Express. 

B. JURNAL 

Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa 

Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata 

Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). Binamulia Hukum , Vol. 9, hal. 

132 

 Carmen M.Cusack (2020). Phornography And The Criminal Justice System, CRC 

 press, 2014 hlm145 

Daniel Keats Citron & Marry Anne Franks (2021). Criminalizig Revenge Porn,

 Terakhir diakses (21 september 2021), hlm 102 

 

Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan 

Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif 

Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia. Prosiding. Vol. 1 No. 1 

PROHUTEK Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi, h. 321 



74 
 

  

 

Sudjito, e. a. (2016). "Tindak Pidana Pornogra dalam Era Siber DI Indonesia . 

Wacana, Vol. 19, No. 2, 71. 

Tyrone Kirchengast (2020). The Limits Of Criminal Law and Justice: Revenge        

porn Criminalisation, Hybrid Response and The Ideal Victims, Unisa 

Student Law Review, vol 2 hlm 105 

Sagung Putri M.E. Purwani (2008). Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan. 

Jurnal Kertha Patrika Vol. 33  hlm. 4 

Ni Putu, et.al. (2016) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Porno-

grafi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal. Kertha 

Desa. Vol. 9 No. 2  hlm.57-58 

Jihan Risya, et.al. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. 

PAMALI: Pattimura Magister Law Review. Vol. 1  55–61 

C. SKRIPSI 

Anneke Putri Willihardi. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban 

Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) 

Di Indonesia.” PROHUTEK Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi. 

Vol. 1 No. 1 (2020): 318-329.   

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi El-

ektronik. 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

E. INTERNET 

Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). “Cegah 

Kekerasan Gender Online, Mengapa: Perlu Literasi Digital.” 

https://www.kominfo.go.id/content/ detail/34809/cegah-kekerasan-gender-online-

menegppa-perlu-literasi-digital/0/berita 

The Conversation. “Ending “Revenge Porn”: How Can We Stop Sexual Images 

Being Used To Abuse?” https:// theconversation.com/ending-revenge-porn-how-

can-we-stop-sexual-images-being-used-to-abuse-54733  


